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Peran provinsi yang diharapkan

» Pemeriksaan kualitas dokumen SSK secara substansi (target,
program/kegiatan, pendanaan, kelembagaan, regulasi)

» Untuk memastikan kesesuaian dengan target Nasional

» Saat ini sudah ada tools QA (quality assurance) untuk pemeriksaan
kualitas SSK, namun baru bersifat pemeriksaan kelengkapan
dokumen (terhadap yang diharuskan dalam panduan)

» Sebagian besar kabupaten/kota sudah melakukan pemutakhiran
SSK: 370 kabupaten/kota (dari total peserta 485 kabupaten/kota
(sampai dengan 2017), dan perlu tindak lanjut dalam memastikan
kualitas SSK dan internalisasi dalam proses perencanaan daerah dan
penganggarannya




Peran provinsi yang diharapkan

»Pemeriksaan aspek implementasi:
» Memastikan pemenuhan readiness criteria

» Memastikan kelengkapan sistem layanan: institusi
pengelola, regulasi, ketersediaan sarana dan prasarana,
dan ketersediaan anggaran

» Diharapkan Provinsi menyaring usulan daerah yang siap dan
sesuai dengan SSK (Perpres 185/2014)

» Provinsi mendorong disusunnya database sarana
infrastruktur/layanan sanitasi kabupaten/kota (mengisi
modul dalam Nawasis)




Peran provinsi yang diharapkan

» Melakukan advokasi dan promosi

» Adanya kebutuhan untuk peningkatan kesadaran para kepala
daerah dan masyarakat

» Pengalaman lapangan:

» Isu strategis dengan data yang tepat adalah tools advokasi
yang kuat

» kepala daerah yang committed sangat berpengaruh kepada
kelancaran program/kegiatan sanitasi

» Penyusunan isu strategis dapat diambil dari informasi dalam SSK,
sehingga kualitas SSK secara substansi sangat penting

» Provinsi dapat melakukan advokasi di tingkat provinsi dan
membantu/melakukan advokasi kepada kabupaten/kota




Peran provinsi yang diharapkan

» Melakukan pemanfaatan peluang pendanaan:

» Bantuan Keuangan Provinsi: melakukan transfer dana dari provinsi ke
kabupaten/kota untuk sanitasi dan air minum

» Dana Desa:
» Mengadvokasi isu sanitasi kepada Badan/Dinas yang menangani dana desa
» Mengadvokasi isu sanitasi kepada tenaga pendamping desa

» Dana ZISWAF (Zakat, Infag, Shodaqoh, dan Wakaf):

» Melakukan koordinasi internal provinsi dan MUI dalam menyusun program
yang dapat didanai melalui ZISWAF

» Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk memilih
lokasi/penerima manfaat yang tepat




TERIMA KASIH
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Background Info

» Lokakarya Regional Peran Provinsi ini terdiri
dari dua bagian besar:

1. Sesi informasi:
»SDGs (Indikator 6 dan 11, FSM, dan RPAM)

» Pendanaan: Bantuan Keuangan Provinsi, Dana desa,
Ziswaf

» Kelembagaan: Air Minum dan Sanitasi




Background Info

2. Sesi (latihan) penguatan peran provinsi:

» Pemeriksaan kualitas dokumen SSK secara substansi (target,
program/kegiatan, pendanaan, kelembagaan, regulasi)

» Provinsi melakukan latihan dengan tools yang disiapkan untuk memeriksa
substansi SSK

» Penyusunan isu strategis dan penyusunan pesan advokasi da
promosi (yang diambil dari informasi dalam SSK)

» Provinsi diharapkan melakukan advokasi ke tingkat provinsi dan
membantu/melakukan advokasi di kabupaten/kota

» Provinsi melakukan latihan dalam menyusun isu strategis (menggunaka
Tools Keberfungsian Infrastruktur Sanitasi), mengidentifikasi pesan,
audiensi, dan media yang digunakan



Background Info

» Peserta:

» Undangan: 17 Provinsi (Jawa (Jawa Timur - DIY), Nusa tenggara,
Sumatera, Maluku Utara)

» Kehadiran: perwakilan dari 12 provinsi (yang tidak hadir: Maluku
Utara, NTT, Kepri, Bengkulu, Sumsel)

» Kehadiran peserta minimal karena waktu yang terlalu
mepet di akhir tahun, bertepatan dengan acara DAK di
Malang dan proses perencanaan di daerah.




